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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran
manajemen keuangan sektor publik dalam meningkatkan
transparansi anggaran dan akuntabilitas pemerintah di era
digital. Tujuan penelitian meliputi pemeriksaan bagaimana
alat digital seperti sistem keuangan berbasis cloud, analitik
big data, dan aplikasi e-budgeting berkontribusi terhadap
pengawasan fiskal yang lebih baik serta kepercayaan publik.
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif
kualitatif yang dikombinasikan dengan studi kasus dari
beberapa negara terpilih, dengan mengacu pada data
sekunder dari laporan pemerintah, literatur akademik, dan
basis data internasional. Hasil utama menunjukkan bahwa
manajemen keuangan yang efektif di era digital secara
signifikan mengurangi risiko korupsi dan mendorong
partisipasi warga melalui akses data real-time. Namun,
tantangan seperti kesenjangan digital dan kerentanan
keamanan data menghambat implementasi penuh.
Pembahasan menekankan perlunya kebijakan adaptif untuk
mengintegrasikan teknologi dengan mekanisme
akuntabilitas  tradisional, = yang  pada  akhirnya
mempromosikan tata kelola yang berkelanjutan. Penelitian
ini berkontribusi pada bidang administrasi publik dengan
memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan tentang
pemanfaatan inovasi digital untuk transparansi fiskal.
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1. PENDAHULUAN

Transparansi anggaran dan akuntabilitas pemerintah adalah bagian penting dari
sistem pemerintahan modern, yang memastikan penggunaan dana publik secara efisien, adil,
dan bertanggung jawab. Di tingkat global, isu ini semakin penting karena masyarakat
menuntut pengelolaan keuangan negara yang terbuka, agar mencegah korupsi dan
mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Menurut Heald (2012) dalam artikelnya di
Public Money & Management, transparansi anggaran bukan hanya sebagai cara untuk
mengawasi, tetapi juga membantu membangun kepercayaan publik terhadap lembaga
pemerintah.

Analisis manajemen keuangan sektor publik di era digital menyoroti bagaimana
pemerintah dapat mengoptimalkan transparansi anggaran dan akuntabilitas melalui adopsi
teknologi, seperti yang dieksplorasi oleh Suryanto dan Sutrisno (2020) dalam jurnal mereka
tentang transparansi anggaran pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini melibatkan evaluasi
terhadap sistem akuntansi elektronik, audit digital, dan mekanisme pelaporan yang
terintegrasi, yang tidak hanya mempercepat proses pengambilan keputusan tetapi juga
mengurangi potensi penyimpangan.

Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah
merevolusi praktik manajemen keuangan sektor publik, memungkinkan akses data real-time
dan partisipasi masyarakat yang lebih luas, seperti yang dianalisis dalam laporan OECD (2019)
tentang transformasi digital pemerintah Indonesia. Tantangan utama meliputi risiko
keamanan, kesenjangan digital antarwilayah, dan kebutuhan integrasi sistem keuangan yang
kompleks, namun inovasi seperti e-budgeting, open data, dan platform digital telah membuka
peluang untuk meningkatkan transparansi, sebagaimana dibahas dalam World Development
Report 2021 dari World Bank (2021) yang menekankan peran data digital dalam kehidupan
yang lebih baik melalui transparansi sektor publik.

Transparansi digital menjadi penting dalam perubahan tata kelola pemerintahan.
Perkembangann teknologi dan informasi (TIK) mendorong pemerintah untuk beralih dari
sistem manual menuju sistem berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan
akuntabilitas (Iwan, 2025). Transformasi digital dalam sektor publik ini tidak lagi sekedar
berfungsi sebagai alat bantu administratif semata. Lebih dari itu, digitalisasi telah menjadi
strategis dalam memperkuat relasi antara pemerintah dan masyarakat. Ketika sistem informasi
keuangan dirancang dengan prinsip keterbukaan, kemudahan akses, serta jaminan keamanan
data, maka masyarakat memiliki ruang yang lebih luas untuk terlibat aktif dalam proses
pengawasan dan evaluasi pengelolaan anggaran. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi
informasi dalam manajemen keuangan sektor publik bukan hanya soal efisiensi birokrasi,
tetapi juga merupakan langkah strategis dalam memperkuat demokrasi dan kepercayaan
terhadap institusi negara (Rosmayani dkk, 2025).

Namun demikian, proses digitalisasi tidak terlepas dari tantangan. Rendahnya tingkat
literasi digital di kalangan pelaku usaha, kekhawatiran terhadap keamanan data, serta
keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah masih menjadi penghambat utama
dalam implementasi digitalisasi yang efektif. Oleh karena itu, transformasi digital dalam
manajemen keuangan perlu dibarengi dengan penguatan sumber daya manusia, kesiapan
sistem pendukung, dan kebijakan yang mendukung inklusi digital secara menyeluruh (Diana
dkk, 2025).
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Artikel ini bertujuan menganalisis secara mendalam peran manajemen keuangan
sektor publik dalam mendukung transparansi anggaran dan akuntabilitas pemerintah di era
digital, dengan fokus pada praktik-praktik inovatif dan tantangan implementasinya. Melalui
latar belakang ini, penelitian akan membahas peran digitalisasi dalam meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan sektor publik di era
digital guna meningkatkan kepercayaan publik dan efektifitas tata kelola pemerintahan. Oleh
karena itu, transparansi anggaran dan akuntabilitas pemerintah tidak hanya menjadi indikator
kinerja birokrasi yang baik, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun
kepercayaan publik, mencegah praktik korupsi, serta mendorong partisipasi masyarakat
dalam proses pengambilan keputusan yang kini semakin diperkuat melalui pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem manajemen keuangan. Diharapkan hasil
penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan tata kelola
keuangan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

2. KAJIAN PUSTAKA
Konsep Transparansi Anggaran

Transparansi anggaran didefinisikan sebagai keterbukaan penuh terhadap proses
penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran pemerintah, yang memungkinkan
pemangku kepentingan seperti masyarakat, parlemen, dan auditor eksternal untuk memantau
penggunaan dana publik (Heald, 2012). Studi-studi awal menekankan bahwa transparansi
tidak hanya tentang publikasi data, tetapi juga tentang kualitas dan aksesibilitas informasi. Di
era digital, transparansi diperkuat melalui portal online dan aplikasi seluler yang
memungkinkan pelacakan anggaran secara real-time, mengurangi asimetri informasi antara
pemerintah dan masyarakat (Kopits & Craig, 1998). Namun, tantangan seperti keamanan data
dan kesenjangan digital di negara berkembang sering menghambat implementasi penuh.
Akuntabilitas Pemerintah dan Manajemen Keuangan Sektor Publik

Akuntabilitas pemerintah melibatkan mekanisme pertanggungjawaban atas
keputusan keuangan, yang didukung oleh standar akuntansi seperti IPSAS (International Public
Sector Accounting Standards) dan sistem pengendalian internal. Manajemen keuangan sektor
publik berperan sebagai jembatan antara perencanaan anggaran dan pelaksanaannya, dengan
fokus pada efisiensi alokasi sumber daya (Chan, 2003). Dalam era digital, teknologi seperti
Artificial Intelligence (Al) dan cloud computing memungkinkan analisis prediktif terhadap
risiko fiskal, meningkatkan akuntabilitas melalui audit otomatis dan pelaporan transparan
(Sutcliffe, 2003). Literatur menunjukkan bahwa negara dengan sistem manajemen keuangan
yang kuat, seperti di OECD, mencapai tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi, namun di negara
berkembang, korupsi dan kapasitas terbatas sering melemahkan efektivitasnya.
Dampak Era Digital pada Transparansi dan Akuntabilitas

Era digital telah merevolusi manajemen keuangan sektor publik melalui inovasi
seperti open data dan e-budgeting, yang memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam
pengawasan anggaran (Bertot et al., 2010). Misalnya, platform seperti Open Budget Initiative
memungkinkan benchmarking global terhadap transparansi anggaran. Namun, literatur juga
mengidentifikasi risiko, seperti serangan siber yang dapat mengkompromikan data keuangan
sensitif, sehingga memerlukan kerangka keamanan yang ketat (Dawes, 2010). Studi empiris
menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital berkorelasi positif dengan peningkatan
kepercayaan publik, terutama di negara dengan indeks e-government yang tinggi (United
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Nations, 2020), meskipun research gap dalam literatur ini terletak pada kurangnya analisis
mendalam yang membedakan artikel ini dari yang lain di mana sebagian besar studi
sebelumnya hanya fokus pada aspek teknis adopsi digital di negara maju atau analisis parsial
terhadap transparansi tanpa menghubungkannya secara holistik dengan tantangan spesifik
negara berkembang seperti kesenjangan infrastruktur dan korupsi sistemik, sementara
keunggulan dari artikel ini adalah mengintegrasikan peran manajemen keuangan sebagai
katalisator inovasi digital yang komprehensif, dengan pendekatan interdisipliner yang
menggabungkan analisis empiris, model prediktif, dan rekomendasi kebijakan untuk
mengatasi hambatan globalisasi fiskal, sehingga memberikan kontribusi unik dalam
meningkatkan efektivitas tata kelola publik melalui solusi praktis yang dapat diadaptasi di
berbagai konteks.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode [library research
untuk menganalisis peran manajemen keuangan sektor publik dalam meningkatkan
transparansi anggaran dan akuntabilitas pemerintah di masa kini yang serba digital. Metode
ini dipilih karena fokusnya pada pengkajian mendalam terhadap berbagai literatur akademik,
laporan resmi, dan dokumen terkait, tanpa melakukan pengumpulan data langsung dari
responden. Penelitian di perpustakaan memungkinkan pengumpulan data sekunder yang
lengkap dari sumber yang dapat dipercaya, seperti jurnal internasional, laporan pemerintah,
serta publikasi dari organisasi internasional, untuk membangun argumen teoritis dan praktis.
Pendekatan kualitatif membantu dalam memberi makna dan interpretasi terhadap data secara
subjektif, dengan tujuan untuk menemukan pola, tema, serta dampak dari manajemen
keuangan digital terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah mengenali dan menyusun masalah yang
akan diteliti. Peneliti mulai dengan membuat pertanyaan utama penelitian, seperti "Bagaimana
cara manajemen keuangan sektor publik membantu meningkatkan transparansi anggaran dan
akuntabilitas pemerintah di era digital?" serta beberapa pertanyaan tambahan yang terkait.
Peneliti menggunakan metode dengan mencari informasi dari sumber-sumber terkini melalui
database seperti Google Scholar, JSTOR, dan Scopus. Kata kunci yang digunakan antara lain
"public sector financial management", "budget transparency", "government accountability", dan
"digital era". Dengan demikian, peneliti bisa memperjelas cakupan penelitian dan memastikan
topik yang diteliti relevan dengan judul artikel yang telah ditentukan.

Langkah kedua adalah pengumpulan data peneliti mengumpulkan sumber-sumber
sekunder yang relevan, seperti artikel jurnal, buku, laporan dari organisasi seperti World Bank,
IMF, atau Kementerian Keuangan Indonesia, serta dokumen pemerintah tentang penerapan
sistem keuangan digital. Peneliti menggunakan cara sistematis dengan kriteria tertentu, seperti
memilih publikasi dari tahun 2010 hingga sekarang agar data tetap relevan dengan keadaan
digital saat ini. Data dikumpulkan dengan mengakses perpustakaan digital, situs pemerintah
resmi, dan repositori akademik, serta mencatat sumber-sumbernya agar tidak ada bias dan
memastikan keaslian informasi.

Langkah ketiga adalah penyusunan dan sintesis temuan, hasil analisis dikemas
menjadi cerita yang jelas dan mendukung argumen utama artikel, termasuk rekomendasi
nyata yang bisa diterapkan. Peneliti memvalidasi hasilnya dengan membandingkan data dari
sumber berbeda agar tetap konsisten. Artikel ditutup dengan implikasi teoritis dan praktis,
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serta saran untuk penelitian lebih lanjut, sambil memastikan etika penelitian dengan cara
mengutip sumber secara benar dan menghindari plagiarisme.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah hasil dan pembahasan berdasarkan analisis terhadap berbagai sumber
yang telah dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan metode riset kualitatif dengan
pendekatan studi pustaka. Data yang digunakan bersifat sekunder dan diambil dari berbagai
sumber terpercaya, seperti jurnal akademik, laporan resmi pemerintah Indonesia, publikasi
organisasi internasional seperti World Bank dan IMF, serta dokumen khusus yang terkait
dengan Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini fokus pada pencarian fakta-fakta empiris
terkait pengelolaan keuangan sektor publik, transparansi anggaran, dan akuntabilitas
pemerintah di masa digital. Konteks penelitian secara khusus ditujukan pada Kabupaten
Lombok Utara. Data yang digunakan mencakup periode tahun 2010 hingga 2023 untuk
memastikan relevansi dengan perkembangan teknologi digital saat ini.
Hasil
Hasil penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan dan analisis data sekunder yang
mencakup praktik manajemen keuangan di Kabupaten Lombok Utara, dengan penekanan
pada implementasi teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Temuan utama dikategorikan ke dalam tema-tema berikut:
1. Implementasi Sistem Keuangan Digital di Kabupaten Lombok Utara

a. Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) di Kabupaten Lombok Utara
sebagai bagian dari program e-government nasional telah dimulai sejak tahun 2018,
seperti yang tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022
yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. SIKD ini memungkinkan
pengelolaan anggaran secara langsung dan real-time melalui platform berbasis cloud,
yang menunjukkan adanya peningkatan manajemen keuangan daerah. Data
menunjukkan bahwa sebesar 85% dari total anggaran daerah tersebut dikelola secara
digital, dan fakta ini didukung oleh publikasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
RI dalam "Laporan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2021", yang mencatat Lombok Utara sebagai salah satu kabupaten di Nusa Tenggara
Barat (NTB) yang berhasil mengintegrasikan SIKD dengan portal transparansi anggaran
online (Kemendagri RI, 2021).

b. Data dari situs resmi Kabupaten Lombok Utara (lombokutarakab.go.id) menyebutkan
bahwa sejak tahun 2020, pemerintah setempat telah meluncurkan aplikasi berbasis
mobile bernama "Lombok Utara Budget Tracker". Aplikasi ini memudahkan
masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai pengeluaran anggaran harian,
termasuk dana yang dialokasikan untuk bidang kesehatan dan pendidikan
(lombokutarakab.go.id, 2020). Dalam laporan World Bank tahun 2023 tentang "Digital
Governance in Indonesia", disebutkan bahwa aplikasi ini telah digunakan oleh lebih
dari 10.000 penduduk lokal. Tingkat transparansi anggaran juga meningkat, dari 60%
pada tahun 2019 menjadi 78% pada 2022, berdasarkan indeks transparansi yang diukur
oleh Open Government Partnership (OGP) Indonesia (World Bank, 2023; OGP
Indonesia, 2022).

2. Tingkat Akuntabilitas Keuangan
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Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Perusahaan Daerah (LKPD) Lombok Utara
tahun 2021 hingga 2022 memberikan opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" untuk
kedua tahun tersebut, menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tersebut
sangat akuntabel (BPK RI, 2021; BPK RI, 2022). Hal ini didukung oleh Kementerian
Keuangan RI dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Dalam laporan
tersebut disebutkan bahwa Lombok Utara berhasil mengurangi jumlah temuan audit
terkait pengelolaan anggaran dari 15 kasus pada tahun 2018 menjadi hanya 3 kasus pada
tahun 2022, berkat penerapan sistem digital yang mengurangi kesalahan manual
(Kementerian Keuangan RI, 2022).

Dalam publikasi IMF tahun 2022 berjudul "Fiscal Transparency in Emerging Markets",
disebutkan bahwa di Lombok Utara, teknologi blockchain telah digunakan untuk
memverifikasi transaksi anggaran dalam proyek infrastruktur seperti pembangunan
jalan dan sistem irigasi. Hasilnya, 95% dari transaksi dapat dilacak secara real-time,
sehingga meningkatkan akuntabilitas terhadap tindakan korupsi. Menurut data Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus dugaan korupsi di sektor keuangan daerah juga
menurun dari 8 kasus pada tahun 2019 menjadi hanya 2 kasus pada tahun 2023 (KPK
RI, 2023).

. Transparansi Anggaran dan Partisipasi Masyarakat

a.

Laporan Bank Dunia tahun 2023 mengenai "Partisipasi Masyarakat dalam Keuangan
Publik" menyebutkan bahwa Kabupaten Lombok Utara telah mengintegrasikan data
anggaran ke dalam portal open data sejak tahun 2021, sehingga masyarakat dapat
mengakses informasi tersebut kapan saja dan di mana saja (World Bank, 2023). Fakta
yang ada menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan meningkat,
dengan lebih dari 500 masukan dari warga terkait pengalokasian anggaran yang telah
dipublikasikan secara digital.

Berdasarkan data OGP Indonesia tahun 2022, Lombok Utara mencapai skor
transparansi anggaran sebesar 75 dari 100 pada indeks nasional, lebih baik dari rata-rata
kabupaten di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sebesar 65 (OGP Indonesia, 2022). Hal
ini tercapai karena data pengadaan barang dan jasa dipublikasikan secara real-time
melalui sistem e-procurement yang terintegrasi dengan sistem SIKD.

. Tantangan dan Keterbatasan

Meskipun telah ada kemajuan, laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kominfo) RI tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 60% pegawai pemerintah di Lombok
Utara yang mampu mengoperasikan sistem digital dengan baik, sehingga mengganggu
proses pelaporan keuangan (Kominfo RI, 2023). Selain itu, hasil audit BPK juga
menunjukkan bahwa akses internet di daerah pedesaan masih terbatas, dengan 30% desa
belum memiliki jaringan internet yang stabil, sehingga membuat transparansi informasi
tidak maksimal (BPK RI, 2022).

PEMBAHASAN

Pembahasan hasil ini dilakukan dengan memahami temuan-temuan berdasarkan

teori manajemen keuangan di sektor publik, seperti teori New Public Management (NPM) yang
mengedepankan efisiensi dengan menggunakan teknologi digital, serta prinsip transparansi
dan akuntabilitas dari perspektif global governance. Analisis secara tema menunjukkan pola
positif, di mana penerapan sistem digital seperti SIKD dan aplikasi mobile di Kabupaten
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Lombok Utara secara nyata meningkatkan transparansi anggaran dan akuntabilitas, sesuai
dengan tren internasional yang dijelaskan dalam laporan World Bank dan IMF.

Secara teoritis, temuan ini mendukung argumen bahwa manajemen keuangan digital
dapat mengurangi ketimpangan informasi antara pemerintah dan masyarakat, seperti yang
dijelaskan dalam penelitian Osborne (2010) tentang NPM. Di Lombok Utara, penggunaan
SIKD bersama dengan portal open data telah menunjukkan hasil yang efektif dalam
meningkatkan keterlibatan masyarakat, sesuai dengan teori deliberative democracy
(Habermas, 1984), di mana akses informasi digital membantu terjadinya dialog antara
pemerintah dan masyarakat. Namun, tantangan seperti keterbatasan keterampilan pekerja dan
akses internet menunjukkan adanya kontradiksi dengan harapan yang tinggi terhadap
digitalisasi, sebagaimana diingatkan dalam laporan IMF mengenai risiko perpecahan digital di
daerah pedesaan.

Secara praktis, hasil ini menunjukkan bahwa Lombok Utara bisa menjadi contoh bagi
kabupaten lain di Indonesia dalam menggunakan teknologi untuk meningkatkan
akuntabilitas. Tingkat transparansi naik dari 60% menjadi 78%, dan jumlah kasus korupsi
turun, menunjukkan dampak langsung pada pengelolaan anggaran yang lebih efisien. Data
dari Kemendagri mencatat penghematan hingga 20% di bidang administrasi. Meski demikian,
pembahasan ini juga menunjukkan bahwa tanpa infrastruktur yang merata, manfaat teknologi
digital tidak bisa dirasakan sepenuhnya, seperti di daerah pedesaan Lombok Utara.

Dari sisi teori, diperlukan pengembangan model hybrid yang menggabungkan
teknologi dengan edukasi masyarakat. Sementara itu, secara praktis, rekomendasi yang
diberikan termasuk pelatihan yang intensif bagi pegawai dan peningkatan luas jaringan
internet. Penelitian ini juga menyarankan penelitian lanjutan dengan metode campuran
(kualitatif dan kuantitatif) untuk memvalidasi hasil di Lombok Utara, serta
membandingkannya dengan kabupaten lain. Etika penelitian terjaga karena kutipan yang
digunakan berasal dari sumber terpercaya seperti BPK, World Bank, dan Kemendagri,
sehingga memastikan keaslian dan menghindari bias.

5. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan manajemen keuangan digital di
Kabupaten Lombok Utara melalui sistem seperti SIKD dan aplikasi mobile telah membuat
anggaran lebih transparan dan pemerintah lebih akuntabel. Buktinya terlihat dari peningkatan
skor transparansi dari 60% menjadi 78%, turunnya kasus korupsi, serta meningkatnya
partisipasi masyarakat, seperti yang dicatat dalam laporan BPK, World Bank, dan Kemendagri.
Secara teori, hasil ini mendukung gagasan New Public Management, yaitu bahwa teknologi
bisa meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesenjangan informasi. Namun, tantangan
seperti rendahnya kemampuan pegawai dan akses internet di daerah pedesaan menunjukkan
bahwa pendekatan hybrid diperlukan. Secara praktis, Lombok Utara bisa menjadi contoh bagi
kabupaten lain di Indonesia. Rekomendasi yang diberikan adalah meningkatkan infrastruktur
dan memberikan pelatihan agar manfaat digitalisasi bisa maksimal. Untuk penelitian lebih
lanjut, disarankan menggunakan metode campuran agar hasil lebih akurat dan bisa
dibandingkan dengan daerah lain.
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